BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR } TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang :

Mengingat

1.

KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhaan
Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada
instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur
Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja
pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah
perlu dilakukan Penyederhanaan Birokrasi;

. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan

Penyederhanaan  Birokrasi di Lingkungan Instansi
Pemerintah kabupaten Konawe Utara, perlu dilakukan
Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Konawe Utara,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, huruf b, dan huruf ¢, maka perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4689);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2019 Nomor 105).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

L.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Konawe Utara;

Bupati adalah Bupati Konawe Utara,;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Konawe Utara;



o

Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Konawe Utara,

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional

yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
pada lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe

Utara;

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;

8. Kelompok Sub Substansi adalah Kegiatan atau Tugas
Jabatan yang diberikan kepada pegawai yang menduduki
jenjang jabatan fungsional Ahli Muda;

9. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda yang

diberikan tugas dan fungsi koordinasi yang sesuai bidang

tugasnya dalam suatu satuan kerja.

o

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
bidang Sekretariat Daerah diwadahi dalam bentuk Sekretariat
Daerah.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
Pasal 4

(1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal
3, diklasifikasikan atas tipe A.

(2) Penentuan tipe Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berdasarkan hasil perhitungan Variabel
umum dan Variabel Teknis Pemetaan fungsi pendukung
dan fungsi penunjang Pemerintah Daerah Bidang
Sekretariat Daerah.

(3) Penentuan Tipe Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

(1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf.

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

Pasal 6

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan
administratif.

Pasal 7

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat
Daerah;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

d. Pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil
Negara pada Instansi Daerah,;

e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :
Sekretaris Daerah;

Staf Ahli Bupati;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
Asisten Perekonomian dan Pembangunan,
Asisten Administrasi Umum;

Bagian; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

e a0 o



(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, terdiri dari:

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, FEkonomi dan
Keuangan,

c. Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber
Daya Manusia (SDM).

Asisten Pemerintahan dan  Kesejahteraan  Rakyat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. Bagian Tata Pemerintahan.

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat

c. Bagian Hukum.

d. Bagian Kerja sama.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. Bagian Tata Perekonomian.

b. Bagian Administrasi Pembangunan.

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

d. Bagian Sumber Daya Alam.

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a. Bagian Umum.

b. Bagian Organisasi.

c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

d. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana

tercantum pada Lampiran [, dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Staf Ahli Bupati

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf
Ahli.

Staf Ahli berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati dan secara administrative dikoordinasikan
oleh Sekretaris Daerah.

Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundnag-undangan.
Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Struktur Organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana
tercantum pada Lampiran II, dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.



(1)

(3)

Pasal 10

Staf Ahli  bertugas memberikan rekomendasi,

pertimbangan hasil kajian terhadap isu-isu strategis

kepada Bupati sesuai keahliannya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

yat (1), Staf Ahli mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penelaahan masalah sesuai dengan
bidang tugas masing masing;

b. Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;

c. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Bupati sesuai bidang tugas masing masing.

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli

dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf

Ahli pada Bagian Umum

Pasal 11

Staf Ahli, terdiri atas :

a.
b
c.

(1)

(2)

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan,;

Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber
Daya Manusia (SDM)

Pasal 12

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

mempunyai tugas:

a. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan
kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Daerah bidang pemerintahann, hukum
dan politik.

b. Melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap
kebijakan kebijakan strategis dalam penyelenggaraan
urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemerintahann,
hukum dan politik.

c. Memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati
mengenai penyelenggaraan urusan Pemerintahan
Daerah bidang pemerintahann, hukum dan politik.

d. Menyusun laporan pelaksnaaan tugas dan kegiatan,

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

mempunyai tugas:

a. Melaksanakan identifikasi dan Inventarisasi kebijakan-
kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Daerah bidang Pembangunan, Ekonomi
dan Keuangan;






